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2.1 Komunikasi: Konteks dan Manajemen 
 Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin “communication” 
yang berarti kesamaan makna mengenai suatu hal. Proses komunikasi 
berlangsung jika ada kesamaan mengenai hal-hal yang akan dikomunikasikan. 
Komunikasi dapat berlangsung jika ada pesan yang akan disampaikan 
komunikator dan ada respon dari penerima pesan (komunikan). Komunikasi 
dapat dikatakan berhasil jika ada timbal balik antara komunikan dan 
komunikator. Saat ini komunikasi tidak hanya dimaknai sebagai proses bertukar 
pesan antara komunikator dan komunikan. Komunikasi memiliki nilai lebih, 
terutama pada individu atau kelompok berkepentingan. 
 Dalam jurnal milik Sasa Djuarsa Sendjaja (2014) disebutkan bahwa secara 
umum teori komunikasi terbagi menjadi lima konteks, yakni komunikasi 
intrapesonal, interpersonal, kelompok, organisasi, serta komunikasi massa. 
Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam 
diri seseorang (indrawi). Teori dalam komunikasi intrapersonal umumnya 
menjelaskan bagaimana proses pemahaman dan interpretasi individu terhadap 
stimulus (berupa simbol). Komunikasi interpesonal adalah komunikasi 
antarpribadi yang terjadi tanpa perantara lain seperti pertemuan langsung (face 
to face), surat menyurat atau pesan pribadi, telepon, dan sebagainya. Teori 
komunikasi interpersonal umumnya berfokus pada diskursus tertentu, bentuk 
dan sifat hubungan antar pribadi, serta karakteristik masing-masing pihak yang 
sedang berkomunikasi. Selain itu terdapat komunikasi kelompok yang berfokus 
pada interaksi antar pribadi dalam sebuah perkumpulan skala kecil. Teori 
komunikasi kelompok umumnya membahas pola dan bentuk interaksi antar 
pribadi, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi, hingga dinamika yang 
ada di dalam kelompok. Dalam perkumpulan berskala lebih besar terdapat pula 
komunikasi organisasi yang berfokus pada bentuk komunikasi formal-informal, 
penggunaan komunikasi interpersonal atau kelompok, serta struktur dan fungsi 




empat konteks komunikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Komunikasi 
massa ditujukan pada khalayak (komunikan) yang lebih luas. Teori komunikasi 
massa umumnya berfokus pada hubungan dan pengaruh media pada khalayak, 
struktur media, keberpihakan media, serta tata aturan dalam berkomunikasi di 
media massa.  
 Dalam pelaksanaannya, manajemen komunikasi dibutuhkan dalam aktivitas 
pemberdayaan, dengan menerapkan strategi-strategi untuk mencapai tujuannya. 
Menurut Michael Kaye (1994), manajemen komunikasi adalah bagaimana 
individu atau manusia mengelola proses komunikasi melalui penyusunan 
kerangka makna dalam hubungannya dengan orang lain dalam berbagai lingkup 
komunikasi dengan mengoptimalisasi sumber daya komunikasi dan teknologi 
yang ada. Berdasarkan pendapat Cutlip, Center dan Broom (2005), manajemen 
komunikasi terdiri dari empat tahap, yakni mendefinisikan masalah, 
perencanaan komunikasi, aksi komunikasi, dan evaluasi komunikasi. 
Manajemen komunikasi dibutuhkan oleh semua organisasi, termasuk 
instansi/lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah. Tanpa manajemen 
komunikasi, usaha penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan oleh 
pemerintah akan sia-sia dan sulit menarik partisipasi masyarakat, sehingga 
pencapaian tujuan utama yakni kemandirian masyarakat akan lebih sulit. Proses 
manajemen dalam aktivitas pemberdayaan merupakan hal penting, maka dari 
itu proses ini diterapkan oleh instansi pemerintah bernama DSP3AP2KB dalam 
menjalankan visi dan misinya. 
  
2.2 Strategi Komunikasi  
 Komunikasi dapat digunakan untuk mengubah sikap individu atau 
kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Strategi komunikasi 
digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Effendy (2005), strategi 
komunikasi dapat diartikan sebagai keseluruhan perencanaan, taktik, dan cara 
yang digunakan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif. Seluruh aspek 
dalam strategi komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 
merumuskan strategi komunikasi, kondisi dan situasi komunikan 




tujuan pesan, serta peran komunikator juga patut diperhitungkan guna 
memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi 
komunikasi. 
 R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnet (1979) 
menuturkan tiga tujuan sentral dari strategi komunikasi. Tujuan sentral dari 
strategi komunikasi ini digunakan peneliti sebagai tolak ukur keberhasilan 
strategi komunikasi dalam aktivitas pemberdayaan. Tujuan pertama adalah to 
secure understanding, strategi komunikasi dilakukan supaya komunikan 
memahami pesan yang diterima dari komunikator. Setelah komunikan 
memahami pesan dan mulai kooperatif dengan komunikator, komunikan perlu 
diberi pembinaan berkala supaya pesan dapat diterima dengan baik dan efektif. 
Hal ini sesuai dengan tujuan kedua, yakni to establish acceptance. Tujuan 
ketiga adalah to motivate action, strategi komunikasi dilakukan untuk 
memotivasi komunikan supaya bertindak, melakukan ssuatu yang telah menjadi 
tujuan awal komunikasi antara komunikan dan komunikator. Dalam bukunya, 
Effendy (2005) juga menambahkan di poin keempat yakni to goals which 
communicator sought to achieve. Strategi komunikasi digunakan untuk 
mencapai tujuan utama komunikator berinteraksi dengan komunikan. Jika 
strategi yang disusun oleh DSP3AP2KB dapat memenuhi seluruh tujuan 
sentral, maka dapat dikatakan strategi tersebut berhasil diterapkan pada 
komunikan. Tujuan sentral ini memiliki korelasi pula dengan tiga tahap 
pemberdayaan milik Sulistiyani (2004) yang akan dibahas pada sub-bab 
selanjutnya. 
 Anwar Arifin (1984) beranggapan bahwa strategi komunikasi merupakan 
kegiatan perencanaan atau manajmen komunikasi. Aspek untuk melakukan 
strategi komunikasi yang terarah menurut Anwar Arifin meliputi strategi 
penyusunan pesan, penetapan komunikator, penentuan physical context, serta 
strategi penyampaian efek. Strategi penyusun pesan mementukan pokok 
informasi yang disampaikan serta bagaimana pesan tersebut sampai pada 
komunikan. Strategi penentuan komunikator juga dibutuhkan dalam 
menciptakan strategi komunikasi yang efektif dan terarah. Komunikator 




Komunikator dengan kredibilitas tinggi akan lebih mudah memperoleh 
kepercayaan dari komunikan. Selain itu terdapat strategi penentuan physical 
context, yakni bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi penerimaan pesan. 
Jika waktu, tempat, dan suasana kondusif, maka kemungkinan besar pesan 
dapat tersampaikan secara efektif. Untuk mengevaluasi kegiatan 
berkomunikasi, maka diperlukan analisa yang jelas dan rinci mengenai hal apa 
saja yang menjadi tujuan komunikasi. Strategi pencapaian efek ini 
mengevaluasi hasil akhir untuk mengetahui peluang dan hambatan selama 
berkomunikasi, serta untuk menghasilkan perbaikan yang berguna di kemudian 
hari. Aspek-aspek ini diharapkan dapat menciptakan strategi komunikasi yang 
efektif dan terarah. 
 Alo Liliweri (2014) menyebutkan beberapa cara berkomunikasi yang efektif 
di dalam bukunya. Beberapa cara ini berkesinambungan dengan strategi 
komunikasi yang terarah menurut Anwar Arifin (1984). Berikut merupakan 
penjelasannya secara rinci. 
Hubungan Antara Strategi Komunikasi yang Terarah  
dengan Cara Berkomunikasi yang Efektif 
Strategi Komunikasi yang 
Terarah (Anwar Arifin, 1984) 
Cara Berkomunikasi 
Yang Efektif (Alo Liliweri, 2014) 
Penyusunan Pesan. 1. Sebelum menyusun pesan, penuhi 
kobutuhan komunikan semaksimal 
mungkin.  
2. Pesan disusun dengan jelas dan tepat 
sasaran (sesuai dengan status sosial, 
peran di masyarakat, tingkat 
pendidikan, dsb). 
3. Komunikator harus mengetahui apa 
yang ingin disampaikan supaya tidak 
hanya asal bicara. 
Penetapan Komunikator. Perhatikan kredibilitas komunikator 
karena penerima akan menerima pesan 
dari seseorang yang menarik 
perhatiannya dan menolak pesan dari 
komunikator yang kurang kredibel. 
Penentuan Physical Context 
(Tempat, waktu, dan suasana). 
1. Minimalisir semaksimal mungkin 
gangguan komunikasi. 





3. Pilih waktu yang tepat untuk 
berkomunikasi. 
4. Perhatikan setting atau tempat dimana 
komunikasi tersebut akan berlangsung 
karena berhubungan dengan 
emosi/suasana batin. 
Strategi Penyampaian Efek. 1. Manfaatkan umpan balik. 
2. Dengarkan dan tanggapi komunikan 
dengan baik. 
3. Evaluasi proses komunikasi untuk 
memperbaiki kualitas komunikasi 
selanjutnya. 
Tabel 2.2.1 
Sumber: Buku Sosiologi dan Komunikasi Organisasi (Alo Liliweri, 2014) 
 
 Effendy (1986) membagi efek komunikasi menjadi tiga yakni efek kognitif, 
afektif, dan konotatif. Efek kognitif merupakan efek yang terkait dengan pikiran 
nalar atau rasio. Misalnya komunikan yang semula tidak tahu akan sebuah 
informasi, menjadi tahu. Dari tidak sadar menjadi sadar. Efek afektif merupakan 
efek efek yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya komunikan yang semula 
merasa tidak tenang dan tertekan, saat mendapat informasi baru ia akan merasa 
lebih lega dan merasa wawasannya bertambah. Selain itu terdapat efek konatif 
yang timbul karena keyakinan dalam diri komunikan untuk melakukan sesuatu, 
sesuai dengan apa yang dikehendaki komunikator berdasarkan pesan yang telah 
dimaknai. Sikap dan perilaku komunikan pasca berkomunikasi juga tercermin 
dalam efek konatif. 
 
2.3 Komunikasi Interpersonal 
 Joseph A. DeVito (1997) mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai 
proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok, serta 
memiliki efek dan umpan balik seketika. Mereka yang terlibat dalam proses ini 
berfungsi ganda, yakni menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian. 
Dalam jurnal milik Dr. Yosal Iriantara (2014), dijelaskan bahwa komunikasi 
interpersonal berlangsung diantara dua orang atau lebih, dalam suasana akrab, 
dan saling mempengaruhi. Sementara itu dalam jurnalnya, Rubin dan Rubin 
(2001) juga menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal diarahkan oleh tujuan 




 Rubin dan Rubin (2001) membagi kebutuhan dalam melakukan komunikasi 
interpersonal menjadi tiga, yakni kebutuhan akan afeksi (mencintai dan dicintai 
oleh orang lain), kontrol (berkuasa dan memberi kuasa pada orang lain), serta 
inklusi (kebutuhan untuk menjadi bagian di suatu kelompok). Riska Dwi 
Novianti (2017) juga menuturkan beberapa tujuan dari komunikasi 
interpersonal, yakni menemukan jati diri saat mempelajari dunia luar, sebagai 
pengungkapan perhatian pada orang lain, serta membangun dan memelihara 
keharmonisan antar pribadi. Komunikasi interpersonal juga dapat bertujuan 
untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari esenangan, mengurangi 
miskomunikasi, serta dapat digunakan untuk memberikan bantuan (konseling). 
Selain itu seseorang juga melakukan komunikasi interpersonal karena memiliki 
motif tertentu. Rubin dan Rubin (2001) membaginya menjadi tiga, yakni 
kesenangan, relaksasi, dan pelarian. 
 Tim Borcher (1999) menuturkan bahwa komunikasi interpersonal dapat 
dilihat dari tiga perspektif, yakni perspektif kontekstual, perkembangan, dan 
perspektif proses. Seluruh perspektif ini saling melengkapi satu sama lain 
namun Borcher lebih berfokus pada perspektif kontekstual dan perkembangan. 
Jika dilihat dengan perspektif kontekstual, komunikasi interpersonal umumnya 
hanya melibatkan beberapa orang yang akrab dan memiliki kedekatan 
(proximity) secara fisik, menggunakan berbagai saluran indrawi, dan umpan 
balik seketika. Sementaraa dilihat dengan perspektif perkembangan yang 
melihat bahwa relasi antar satu individu dengan beberapa individu lain itu 
berbeda. Komunikasi interpersonal dilihat sebagai kegiatan komunikasi yang 
berlangsung diantara orang-orang yang sudah mengenal cukup lama dan saling 
percaya. 
 Komunikasi interpersonal berlangsung dalam konteks tertentu. Konteks 
dalam komunikasi interpersonal mengacu pada kondisi sebelum dan saat 
berkomunikasi. Rudolph F. Verderber (1991) merumuskan konteks komunikasi 
interpersonal menjadi beberapa poin yang saling berkaitan, yakni konteks fisik, 
sosial, historis, psikologis, dan kultur. Konteks fisik berfokus pada situasi di 
tempat komunikasi berlangsung, jarak antara komunikan-komunikator, tatanan 




pada sifat relasi antara komunikan-komunikator. Relasi itu dapat bersifat 
kekeluargaan, pertemanan, persaudaraan, ikatan emosional, dan seterusnya. 
Relasi dan kedekatan yang dibangun ini nantinya akan menjadi konteks penting 
dalam komunikasi interpersonal. Selain itu terdapat konteks historis, yakni 
mengingat latar belakang yang sebelumnya berlangsung antara komunikan-
komunikator. Riwayat komunikasi tersebut akan mempengaruhi komunikasi 
yang mereka lakukan saat ini dan seterusnya. Konteks psikologis berfokus pada 
suasana hati dan perasaan komunikan-komunikator. Jika salah satu pihak 
merasa tidak nyaman, tertekan, dan tidak didengar, maka komunikasi 
interpersonal tidak dapat berjalan efektif dan maksimal. Yang terakhir adalah 
konteks kultur yang berfokus pada nilai-nilai, keyakinan, hierarki sosial, sopan 
santun, konsep tentang waktu, dan peran yang dianut oleh masing-masing 
pihak. Dalam kajian komunikasi, berkembang pula konteks komunikasi lain 
yang hanya memiliki perbedaan pada peristilahannya saja. 
 Dalam bukunya, Marhaeni Fajar (2009) juga mengutip pendapat Harley 
(1993) mengenai aspek berkomunikasi secara langsung dalam komunikasi 
interpersonal (face to face) yang membuat komunikasi lebih efektif. Aspek 
tersebut meliputi kedekatan (jarak) antara komunikator dan komunikan, 
hubungan dua arah antara keduanya, intensitas komunikasi dua belah pihak, 
serta waktu yang dibutuhkan untuk berinteraksi. Jika jarak antara keduanya 
berdekatan, saling terbuka dan percaya, serta sering berinteraksi secara berkala, 
maka komunikasi akan lebih efektif. Dari beberapa aspek ini, dapat diambil 
kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal dapat dilakukan secara efektif jika 
aspek berkomunikasi secara langsung (face to face) dilakukan semaksimal 
mungkin. Joseph A. DeVito (1997) juga menjabarkan ciri komunikasi 
interpersonal yang efektif menjadi lima bagian, yakni keterbukaan (openess), 
empati (empathy), dukungan (supportiveness), rasa positif (positiveness), serta 
kesetaraan (equality). 
 Kemampuan menjalin komunikasi interpersonal merupakan salah satu 
kompetensi penting yang harus kita kuasai guna menjaga relasi sosial dan 
fungsional. Kemampuan ini sudah dipandang sebagai salah satu kecerdasan 




Howard Gardner (2008) dengan konsep kecerdasan jamaknya (multiple 
intellegence). Dalam komunikasi interpersonal, manusia dapat memperoleh 
suasana komunikasi yang manusiawi karena hubungan antarmanusia (human 
relations) merupakan warna utamanya. Komunikasi interpersonal juga 
dianggap sebagai komunikasi yang ideal karena komunikasinya dilakukan 
tanpa paksaan dan kekerasan (non-violance communication). Siapapun yang 
sedang melakukan komunikasi interpersonal dapat menemukan kehangatan, 
keakraban atau ketulusan. Maka dari itu, komunikasi interpersonal ini dianggap 
penting terutama dalam aktivitas berbasis kemanusiaan (humanity). Salah 
satunya dalam aktivitas pemberdayaan pada orang-orang yang tidak berdaya 
dan butuh pendampingan supaya berdaya kembali.  
 
2.4 Komunikasi Organisasi  
 Menurut Argyris (1960) dalam buku milik Alo Liliweri (2014), organisasi 
adalah pluralitas dari bagian-bagian yang mengelola diri mereka melalui 
keterkaitan (berinteraksi antar bagian secara tak terpisahkan), melewati proses 
adaptasi dengan lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan tertentu. 
Sementara jika dilihat dengan perspektif komunikasi, Goldhaber (1974) dalam 
buku milik Alo Liliweri (2014) menuturkan bahwa organisasi merupakan 
sejumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi verbal dan non-verbal 
secara teratur melalui proses hierarki. Struktur/hierarki tersebut disusun supaya 
memudahkan orang-orang di dalamnya dalam melaksanakan jobdesc dan 
mempertanggungjawabannya.  
 Robbins (1993) di dalam buku milik Alo Liliweri (2014) melengkapi 
definisi organisasi menurut para ahli sebelumnya. Organisasi dianggap sebagai 
bentuk kerja sama yang sistemik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan 
yang telah ditetapkan. Hal ini dinamakan kerja sama karena di dalamnya 
terbentuk jalinan, hubungan, relasi, serta komunikasi antara sejumlah orang 
yang memiliki kesamaan tujuan walaupun terdapat perbedaan tugas dan fungsi. 
Subsistem ini saling berinteraksi satu sama lain dan membentuk sistem untuk 




 Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat menemukan berbagai 
organisasi formal maupun informal. Misalnya untuk organisasi formal dapat 
kita temui di sekolah, universitas, perusahaan, pemerintahan, hingga institusi 
agama yang tersebar di masyarakat. Sementara untuk organisasi informal dapat 
ditemukan di dalam grup-grup kecil seperti perkumpulan ibu-ibu arisan, 
perkumpulan relawan bencana alam, dan masih banyak lagi. Kelompok 
informal tidak memiliki struktur organisasi yang jelas namun sama-sama 
bertujuan untuk suatu hal. Selain menjalankan visi dan misi yang telah disusun 
di awal, organisasi tetap mengembangkan atau mengubah visi dan misinya 
supaya lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau orang-
orang yang ada di dalam organisasi tersebut. 
 Walaupun terdapat organisasi formal atau informal, sebenarnya sudah ada 
karakteristik tersendiri yang mengklasifikasikan perkumpulan tersebut dapat 
dinamakan organisasi atau bukan. Barelson dan Steiner (1964) dalam Alo 
Liliweri (2014) membagi karakteristik organisasi menjadi empat, yakni 
formalitas, hierarki, impersonalitas, serta jangka panjang (pelaksanaanya). 
Maksud dari formalitas adalah, setiap organisasi harus memiliki seperangkat 
tujuan, kebijakan, prosedur, dan regulasi yang tertulis. Hierarki adalah 
penggambaran kerja organisasi yang seluruh peranannya dirumuskan dalam 
struktur piramid. Impersonalitas merupakan penggambaran pola komunikasi 
yang berbasis pada relasi kerja, atau relasi yang tidak berbasis hubungan 
personal. Sementara itu, jangka panjang maksudnya adalah perkumpulan dapat 
disebut organisasi apabila dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu dalam 
jangka panjang.  
 Roger Kaufman (1992) dalam buku milik Alo Liliweri (2014) mengajukan 
satu model untuk menghubungkan upaya yang berhubungan dengan organisasi 
(organizational efforts), hasil dalam proses pengorganisasian tersebut 
(organizational result), serta balasan atau konsekuensi dari masyarakat 
(societal payoffs or consequences). Model yang bernama Organizational 
Elements Model (OEM) ini berguna untuk membantu organisasi 
mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan dan tidak, mengevaluasi efektivitas 




ada di dalam organisasi untuk mengetahui dan mengakui bahwa perubahan 
yang terjadi pada satu bagian akan berpengaruh ke bagian organisasi yang lain. 
Model ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan organisasi, 
melengkapi, serta melakukan restrukturisasi organisasi. Model OEM terbagi 
menjadi dua tingkatan berbeda, yakni what is dan what it should be. Dua 
tingkatan ini berhubungan dengan analisis kebutuhan (need assessment) yang 
tidak hanya membantu kita untuk mengidentifikasikan kebutuhan tetapi juga 
membantu kita untuk menyusun skala prioritas mana yang lebih penting untuk 
dikerjakan. 
 Roger Kaufman (1992) membagi OEM menjadi lima unsur yang saling 
terhubung dan dapat mempengaruhi kinerja seluruh organisasi. Lima unsur 
tersebut meliputi inputs, processes, products, outputs, serta outcomes. Inputs 
merupakan bahan dasar atau modal dari sebuah organisasi, dapat berbentuk 
bahan baku (sumber daya dan anggaran yang tersedia), fasilitas (bangunan, 
peralatan, dsb), kebijakan, prosedur tertentu, media, administrator, serta 
pemateri yang bersertifikat. Semua bahan dasar tadi diproses di dalam 
organisasi menjadi suatu produk dengan menggunakan metode, sarana, 
kegiatan, atau program tertentu. Produk tersebut tidak hanya berupa produk 
yang dapat dilihat tetapi dapat berupa metode baru, keterampilan baru, pelatihan 
dan pengembangan keterampilan,, materi pelatihan yang divalidasi, laporan, 
hingga kualitas manajemen yang lebih baik. Produk yang sudah dihasilkan ini 
kemudian disebarluaskan sebagai outputs kepada masyarakat. Jika outputs 
tersebut  sudah tersebar di masyarakat, konsekuensi ekternal tetap dinilai oleh 
organisasi sebagai outcomes. 
 Mengutip dari Nobel laureate dan Herbert Simon (1945) dalam buku Alo 
Liliweri (2014), dijelaskan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat 
mendasar dan mutlak bagi organisasi. Tahun 1960 hingga 1970-an, kajian 
mengenai komunikasi organisasi semakin meluas dan melebur dengan beberapa 
kajian lain seperti teknik informatika, sosiologi, antropologi, hingga psikologi. 
Komunikasi organisasi dianggap menarik karena komunikasi merupakan kunci 
sukses organisasi berjalan dengan baik. H.P Welsch dan H. La Ven (1981) 




berkomitmen kepada perusahaan atau organisasi karena ditentukan oleh 
komunikasi di dalamnya. Selain itu R. M. Guzley (1992)) dalam buku milik Alo 
Liliweri (2014) juga menemukan fakta bahwa 41% kejelasan kerja antara atasan 
dan bawahan ditentukan oleh komitmen kerja yang dibangun melalui 
komunikasi. Contoh riset ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi 
merupakan kajian yang perlu dipelajari terus menerus mengikuti perkembangan 
zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi apapun di dalam organisasi 
membutuhkan komunikasi yang tepat di setiap kegiatannya.  
 Dari beberapa penjelasan ahli di atas, Alo Liliweri (2014) menyimpulkan 
beberapa tujuan komunikasi secara garis besar. Pertama, komunikasi organisasi 
berguna saat masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tersebut ingin 
menyampaikan pendapat satu sama lain, tentu mengenai tugas atau program 
yang sedang dilaksanakan. Komunikasi organisasi juga digunakan untuk saling 
memberi peluang antar individu (di dalam organisasi tersebut) untuk membagi 
informasi dan sama-sama memaknai visi dan misi, tugas pokok, fungsi 
organisasi, sub-organisasi, individu, maupun kelompok kerja di dalam 
organisasi. Ketiga, komunikasi organisasi digunakan untuk memberikan 
peluang bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mengungkapkan informasi 
yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Misalnya saat salah satu anggota 
organisasi merasa stress karena pekerjaannya terlalu banyak atau sedang 
bermasalah dengan anggota organisasi yang lain, orang tersebut dapat 
menceritakannya kepada rekan yang lain atau pada atasan jika permasalahan 
tersebut rasanya dapat mempengaruhi efektivitas kerja dan semangat 
berorganisasi. Disitu komunikasi organisasi digunakan. Keempat, komunikasi 
digunakan untuk berkoordinasi dengan seluruh anggota organisasi demi 
menjalankan tugas dan fungsi organisasi semaksimal mungkin. Poin terakhir ini 
yang paling menonjol di dalam organisasi karena koordinasi merupakan hal 
yang krusial namun tidak semua anggota dapat melakukan kerja tim dan saling 
berkoordinasi. Jika masing-masing individu tidak dapat berkomunikasi dengan 





 Selain itu Alo Liliweri (2014) juga membagi fungsi komunikasi menjadi 
dua, yakni fungsi umum dan khusus. Fungsi umum dalam komunikasi 
organisasi adalah memberikan info terbaru mengenai pembagian tugas dan job 
description (to tell). Selain itu komunikasi organisasi berfungsi untuk ‘menjual’ 
gagasan, ide, pendapat, termasuk menjual sikap organisasi (to sell). Misalnya 
saja komunikasi Public Relation di suatu organisasi pada pihak eksternal yang 
akan bekerja sama dengan organisasi tersebut. Komunikasi organisasi juga 
berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para anggota supaya bisa belajar 
dari apa yang ‘dijual’ oleh organisasi lain (to learn). Fungsi umum yang terakhir 
adalah untuk menentukan atasan dan bawahan beserta jobdesc-nya, menentukan 
kewenangan, alokasi sumber daya, beserta hal esensial lain di dalam organisasi 
(to decide). Alo Liliweri (2014) juga membagi fungsi komunikasi organisasi 
secara khusus. Komunikasi organisasi berfungsi untuk membuat para 
anggotanya melibatkan diri ke dalam permasalahan organisasi dan bertindak di 
bawah sebuah komando. Komunikasi organisasi secara khusus juga berfungsi 
untuk membiasakan para anggota organisasi menciptakan dan menangani relasi 
sesama anggota guna meningkatkan produk organisasi. Selain itu berfungsi 
untuk menambah kemampuan anggota supaya mampu menghadapi berbagai 
kemungkinan, situasi yang ambigu, dan tidak pasti. 
 Marhaeni Fajar juga membagi fungsi komunikasi organisasi menjadi empat 
bagian, yakni fungsi informatif, regulatif, persuasif, serta integratif. Fungsi 
informatif berkaitan dengan penyebaran berbagai informasi antar individu di 
dalam satu lingkup organisasi. Informasi tersebut nantinya akan digunakan 
untuk mengatasi konflik, membuat kebijakan, dan sebagainya. Di dalam proses 
penyebaran informasi tersebut, terdapat komunikasi organisasi. Fungsi regulatif 
berkaitan dengan peraturan yang berlaku di dalam organisasi. Selain memiliki 
kewenangan untuk mengendalikan informasi, atasan juga memiliki 
kewenangan untuk memberi instruksi dan perintah. Atasan juga membuat 
peraturan di dalam organisasi karena di dalam organisasi harus memiliki aturan 
dan jobdesc yang jelas. Pesan-pesan regulatif yang berorientasi pada kerja ini 
disampaikan dengan komunikasi organisasi. Walaupun aturan, perintah, 




hasilnya akan sesuai dengan harapan dan tujuan awal. Atasan dituntut untuk 
mampu memberikan dorongan, motivasi, dan mendengarkan keluhan para 
anggota mengenai permasalahan organisasi sebagai bentuk tindakan persuasif. 
Sebab jika para anggota merasa didengar, diberi semangat, mereka akan lebih 
sukarela untuk melakukan sesuatu daripada atasan terlalu memperlihatkan 
kekuasaannya. Ini adalah fungsi persuasif. Terakhir adalah fungsi integratif 
yang berkaitan dengan penyedia saluran informasi bagi seluruh anggota di 
dalam organisasi. Ada dua saluran yang dapat mewujudkan hal tersebut, yakni 
saluran komunikasi formal (newslatter, buletin, majalah internal bulanan, dsb) 
dan informal (perbincangan saat jam istirahat kerja, pertandingan olahraga, dan  
kegiatan darma wisata). 
 Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam struktur organisasi yang besar, kita 
tidak dapat menghindari gangguan dalam berkomunikasi. Hambatan tersebut 
dapat berasal dari pihak eksternal dan internal organisasi. Dalam komunikasi 
organisasi, jumlah presentase informasi yang diterima cenderung semakin kecil 
pada struktur bawah organisasi. Hal ini dapat dilihat seperti bagan berikut ini. 
Situasi Distorsi Komunikasi dalam Organisasi 
Bagan 2.4.1 
Sumber: Buku Sosiologi dan Komunikasi Organisasi (Alo Liliweri, 2014) 
 Hal ini sangat disayangkan karena gangguan ini dapat membuat pesan tidak 
tersampaikan dengan utuh. Alo Liliweri (2014) juga telah mengklasifikasikan 
bentuk gangguan apa saja yang muncul di dalam proses komunikasi organisasi, 






Bentuk Jenis Contoh 
Lingkungan 
1. Interfensi 
2. Jarak fisik 
3. Ruang 
4. Suara 
1. Desingan mobil yang lewat dan 
dengungan. 
2. Komputer dan kacamata. 
3. Terlalu dekat atau jauh. 
4. Terlalu besar atau kecil (volume 
suara). 







1. Hubungan interpersonal, keluarga, 
dan pertemanan. 
2. Perbedaan eselon. 
3. Perbedaan eselon, pendidikan, dan 
perilaku pribadi. 







1. Perbedaan bahasa,istilah, dan 
makna. 
2. Bahasa, istilah, dan makna 
subkultur. 
3. Kata, sinonim, dan homonim. 
4. Perbedaan kata berdasarkan 
subkultur (jargon). 
Tabel 2.4.2 
Sumber: Buku Sosiologi dan Komunikasi Organisasi (Alo Liliweri, 2014) 
 
 Gangguan ini memang tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan tetapi 
dapat diminimalisir dengan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Perlu 
digarisbawahi bahwa, komunikasi akan efektif jika orang-orang yang 
berkomunikasi di dalamnya memahami fungsi komunikasi di dalam konteks 
tertentu. Berkomunikasi dengan sesama staf saat bekerja, menggunakan 
konteks komunikasi A. Berkomunikasi dengan orang yang baru bertemu di 
kantor, menggunakan konteks komunikasi B. Komunikator dan komunikan 
juga harus meminimalisir kesalahpahaman atas pesan yang dipertukarkan, salah 
satunya dengan meminimalisir hambatan di dalam komunikasi seperti yang 
sidah dijelaskan di atas. M. Hammer dan J. Champy (1993) dalam buku milik 
Alo Liliweri (2014) menetapkan tiga tema sentral dari efektivitas komunikasi, 
yakni keterampilan berkomunikasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan 




membangun banyak relasi ini juga sesuai dengan ungkapan F. Hawes dan D.J 
Kealey (1981) dalam buku milik Alo Liliweri (2014). Beliau membagi faktor 
penentu efektivitas komunikasi menjadi tiga bagian, yakni interaksi antar 
pribadi, efektivitas yang diciptakan oleh profesionalisme, serta kemampuan 
menyesuaikan diri dan membangun banyak relasi. 
  
2.5 Pemberdayaan  
 Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan individu atau kelompok dari 
ketidakberdayaan hingga memiliki kapabilitas dan kemandirian. Menurut 
Payne (1997), pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan 
kepercayaan diri individu atau kelompok supaya mampu membuat keputusan, 
serta dapat memilih tindakan rasional untuk dirinya sendiri. Selain itu 
pemberdayaan dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai kehidupan 
yang lebih baik melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar 
yang dimiliki. Hal ini dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013) dalam 
buku Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. 
Pemberdayaan merupakan proses panjang untuk mencapai titik kemandirian 
pada diri individu. Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap. Dukungan 
dari berbagai pihak juga dibutuhkan dalam proses pemberdayan, yakni untuk 
pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan individu supaya tidak 
mengalami kemunduran dan ketidakberdayaan. 
 Dalam buku Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Sulistiyani 
(2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama 
adalah penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 
peduli, hingga muncul kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas diri. Tahap 
kedua adalah transformasi kemampuan berupa pengetahuan, kecakapan, dan 
keterampilan. Tahap ini harus dilalui agar wawasan seseorang lebih terbuka dan 
mampu membuat pilihan rasional atas hidupnya. Keterampilan dasar diberikan 
agar seseorang dapat berdaya kembali di masyarakat setelah mampu membuat 
pilihan rasional. Tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual, 
kecakapan, dan keterampilan hingga seseorang mampu berinisiatif, inovatif, 




tak lepas dari adanya masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 
Komunikasi pemberdayaan dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini, 
yakni untuk mempermudah realisasi pemberdayaan. 
  
2.6 Pemberdayaan Perempuan 
 Zaitunah Subhan (2004) menjelaskan bahwa perempuan berasal dari kata 
empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran 
istilah dari wanita ke perempuan. Sementara Maggie Humm (2002) dalam 
bukunya menuturkan bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi 
sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. 
Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan 
istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis 
lainnya. 
 Konstruksi sosial yang membentuk pembedaan antara laki laki dan 
perempuan mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Pembedaan 
peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak memiliki 
otoritasnya sendiri. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan 
membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya 
pembedaan pembedaan tersebut. Dalam bukunya, Dwi Ambarsari (2002) 
menyebutkan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan meliputi 
subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda hingga kekerasan terhadap 
perempuan.  
 Selain itu ketidakadilan juga disebabkan oleh bias gender. Bias gender 
berawal dari keyakinan masyarakat terhadap perbedaan peran gender antara 
laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran kerap memicu permasalahan di ranah 
domestik karena menjadi penyebab ketimpangan hak dan kewajiban dalam 
rumah tangga di antara kedua belah pihak. Perbedaan peran juga menciptakan 
strata tersendiri dalam rumah tangga dan menjadi pemicu timbulnya 
superioritas salah satu pihak. Mufidah (2008) juga menjelaskan bahwa dalam 
kasus KDRT, perempuan lebih memiliki celah untuk menjadi korban karena 




peran gender berakibat diskriminasi, namun banyak peran gender yang secara 
langsung menyebabkan subordinasi dan marjinalisasi perempuan. 
 Sebenarnya, mengapa hal ini terus terjadi? Mengutip Okky Budi (2019) 
dalam ulasannya di moneysmart.id, ketidakadilan muncul sejak ranah domestik, 
publik, hingga cakupan yang lebih luas seperti perbedaan upah antara laki-laki 
dan perempuan di banyak negara. Sebut saja Austria (selisih 19%), Inggris 
(selisih 16,8%), Kanada (selisih 18,2%), dan masih banyak lagi. Padahal 
beberapa negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara maju. Lalu bagaimana 
dengan nasib para perempuan di negara berkembang? Sayangnya tak jauh 
berbeda. 
 Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai pendekatan yang cukup 
penting, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pemberdayaan 
perempuan merupakan salah satu dari hasil keputusan Konferensi Perempuan 
yang diadakan pada tahun 1975 hingga 1985 di Mexico. Dikutip dari Wikipedia, 
Konferensi Perempuan ini digagas oleh Gerald Ford selaku presiden Amerika 
Serikat pada tahun tersebut. Gerald Ford mengeluarkan perintah eksekutif 
11832 guna membentuk Komisi Nasional tentang Peringatan Tahun Perempuan 
Nasional, yang nantinya akan memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan 
perempuan dalam Konferensi Perempuan. Hasil dari Konferensi Perempuan ini 
mendorong PBB untuk mulai mempertimbangkan, memasukkan urusan 
perempuan pada komisi pembangunan. Tidak hanya menjadi urusan komisi 
sosial dan kemanusiaan saja.  
 Pemberdayaan perempuan merupakan wujud perubahan dalam 
pembangunan internasional, khususnya dalam hal penyamarataan hak dan 
partisipasi perempuan di dalam sistem ekonomi dan politik. Ranah yang selama 
ini belum terjamah oleh perempuan. Tidak hanya itu, pelibatan perempuan 
dalam pembangunan juga melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan 
perempuan di dalam strategi pembangunan. Hal ini sudah dijelaskan oleh 
Rahmi Febrina (2013). Salah satu pendekatan tersebut adalah Woman In 
Development (WID) yang menjadi awal mula pendekatan lainnya. WID 
berfokus pada pengadaan program yang dapat mengurangi dan menghapus 




pendekatan WID lebih berfokus pada bagaimana menghasilkan pendapatan 
bagi perempuan, serta mendorong perempuan untuk berdaya di ranah publik 
seperti ekonomi dan politik. Namun dalam prosesnya, Woman In Development 
(WID) memperoleh banyak kritik karena mengabaikan relasi sosial antara laki-
laki dan perempuan, sehingga pendekatan ini dipandang belum mampu menjadi 
jaminan bagi perempuan untuk memperoleh manfaat pembangunan. Setelah itu 
Woman and Development (WAD) berkembang menggantikan WID walaupun 
pada akhirnya tidak relevan pada pembangunan internasional saat itu. WAD 
gagal menganalisa skala penuh mengenai pengaruh patriarki dan subordinasi 
perempuan, serta mempercayai bahwa represi terhadap perempuan tidak akan 
berakhir jika kapitalisme global tidak diakhiri. Setelah WID dan WAD dirasa 
belum tepat dan perlu dikembangkan lagi sesuai zaman, lahirlah pendekatan 
Gender and Development (GAD). Negara memiliki peran cukup besar dalam 
pendekatan ini, yakni sebagai penunjang emansipasi perempuan di berbagai 
ranah, serta menyediakan jasa sosial yang selama ini disediakan oleh 
perempuan secara individual (seputar anak dan kesehatan). Gender and 
Development (GAD) melihat perempuan sebagai agen perubahan, bukan hanya 
sebagai penerima bantuan dari negara. Pembangunan yang adil bagi semua 
orang dapat dilaksanakan jika para perempuan mulai membentuk kelompok 
solidaritas yang terorganisir dan memulai pemberdayaan (empowerment). Guna 
menghapus diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dalam proses 
pemberdayaan perempuan, tercetuslah beberapa pendekatan seperti WID, 
WAD, dan GAD. Terutama Gender and Development (GAD) yang melihat 
perempuan sebagai agen perubahan. Salah satu dasar, mengapa kelompok 
solidaritas yang terorganisir (seperti DSP3AP2KB di Indonesia) dibangun. 
 Pemberdayaan perempuan tidak hanya melibatkan perempuan sebagai 
objek namun juga sebagai pelaku aktif, memiliki otoritas diri, hak untuk 
memilih, serta mempertanggungjawabkan segala pilihan dalam hidup. Selain 
itu dibutuhkan pengorganisasian untuk menciptakan proses pemberdayaan yang 
efektif hingga mencapai kemandirian, terutama pada pihak-pihak yang sejak 
awal dirugikan dengan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Di Indonesia 




dalam pengorganisasian ini. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 
Berencana (DSP3AP2KB) yang berada di bawah naungan pemerintah. 
Kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja DSP3AP2KB diatur dalam UU 
No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan, konvensi, penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu DSP3AP2KB di Kota 
Malang juga telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang No 33 Tahun 2016. 
 DSP3AP2KB Kota Malang mengadakan berbagai aktivitas pemberdayaan 
perempuan. Sebagai masyarakat awam, kita dapat memperoleh informasi ini 
melalui website resmi DSP3AP2KB Kota Malang dengan domain 
‘dp3ap2kb.malangkota.go.id’. Aktivitas pemberdayaan yang telah dilakukan 
oleh DSP3AP2KB Kota Malang meliputi pengadaan Pusat Pelayanan Terpadu 
(PPT) guna memberikan pendampingan dan konseling, pemberdayaan Dharma 
Wanita melalui kreasi makanan dan kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. 
DSP3AP2KB juga memiliki program yang berfokus dalam ranah keluarga, 
khususnya bagi anak dan remaja seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 
Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), 
Forum Anak Kota Malang, serta Kota Layak Anak (KLA). Selain itu terdapat 
pula program Bina Keluarga Lansia (BKL), Sistem Informasi Keluarga (SIGA), 
layanan KB, pengaduan KDRT, serta Tim Penggerak PKK.  
 
2.7 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 
 Mufidah (2008) menuturkan bahwa, kekerasan adalah tindakan yang 
dilakukan seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang 
dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. 
Dalam sistem sosial terdapat berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah 
kekerasan berbasis gender (gender-related violence) yang kerap terjadi akibat 
bias gender. Istilah ini kerap disebutkan dalam berbagai literatur feminisme, 
khususnya yang membahas tentang kekerasan dan ketidakadilan di ranah 
domestik (rumah tangga). Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang 




 Mufidah (2008) menuturkan beberapa faktor terjadinya KDRT yang terjadi 
di masyarakat. Permasalahan pertama dan paling mendasar adalah komunikasi 
yang tidak berjalan semestinya. Permasalahan kedua adalah stereotip 
masyarakat yang merugikan perempuan. Misalnya dalam rumah tangga, 
menjadi legitimasi tersendiri bagi beberapa oknum untuk melakukan kekerasan 
pada perempuan dan anak. Stereotip tersebut digunakan sebagai alasan yang 
diwajarkan jika perempuan menjadi sasaran KDRT. Permasalahan ketiga 
adalah interpretasi perintah agama yang tidak sesuai dengan nilai universal 
agama. Sebagian orang beranggapan bahwa suami diperbolehkan untuk 
memukul dengan dalih mendidik atau ketika istri tidak mau memenuhi 
kebutuhan seksual suami. Tentu hal ini tidak dibenarkan di mata agama dan 
hukum. Permasalahan keempat yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat 
adalah sistem patriarki yang terus ‘membudayakan’ bias hingga diskriminasi 
gender. Sadar atau tidak, mamsyarakat mengunggulkan peran laki-laki atas 
perempuan dalam susunan masyarakat hingga tak jarang perempuan rentan 
menjadi korban dari konstruksi sosial tersebut. Sistem patriarki dianggap 
lumrah, bahkan mampu mengonstruksi norma yang ada di masyarakat. Selain 
itu, permasalah KDRT dianggap sebagai permasalahan pribadi dan orang lain 
tidak berhak ikut campur.  
 Bentuk kekerasan terbagi menjadi dua yakni explosive violence dan coersive 
violence. Explosive violence merupakan perilaku kekerasan fisik seperti 
memukul, melempar, serta perilaku yang menyakiti diri sendiri atau pihak lain. 
Sementara coersive violence merupakan perilaku kekerasan dalam bentuk 
komunikasi verbal seperti memaki hingga korban merasa inferior. Selain itu 
Umi Sumbulah (2008) menjelaskan bahwa bentuk KDRT bermacam-macam. 
Kekerasan dapat berbentuk marital rape, kekerasan seksual pada pasangan, 
serta pemukulan dan penyiksaan organ penting (misalnya sirkumsisi). 
Kekerasan non-fisik juga kerap terjadi yakni kekerasan dalam bentuk verbal, 
prostitusi, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam program KB, hingga 
kekerasan psikis. UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT juga telah 




dan ekonomi. Namun dapat disimpulkan pula bahwa bentuk kekerasan psikis 
merupakan dampak dari tiga klasifikasi sebelumnya. 
 Pasca korban mengalami fase tersebut, tentu banyak perubahan yang 
dirasakan korban. Dimulai dari dampak fisik seperti luka, aborsi paksa, 
keguguran, penyakit menular, hingga kematian. Kemudian dampak seksual 
meliputi kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, asi berhenti karena 
tekanan jiwa, hingga menopause dini. Selain itu dampak ekonomi berupa 
kehilangan penghasilan dan tempat tinggal, menanggung biaya akibat luka fisik, 
hingga kehilangan waktu produktif karena tidak mamp bekerja. Dari berbagai 
dampak merugikan ini, hampir semua berujung pada dampak psikis seperti 
depresi dan perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berdaya, menarik diri dari 
pergaulan sosial, hingga berujung pada penyakit mental dan kegilaan. Peran 
seluruh lapisan masyarakat dibutuhkan, terutama dalam fase ini. 
 Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban 
KDRT melalui kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah UU No 23 Tahun 
2004 tentang penghausan KDRT. Undang-Undang ini lahir dalam nuansa 
politik hukum yang reformis, sehingga semua pihak menginginkan adanya 
bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan yang terjadi di 
lingkup domestik. Kerjasama yang terintegrasi oleh berbagai lembaga dan 
institusi terkait sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan maksimal 
bagi korban. DSP3AP2KB di bawah pengawasan pemerintah berpengaruh 
besar dalam menjalankan peran-peran tersebut pada skala yang lebih kecil. 
Jaringan yang kuat di antara elemen masyarakat merupakan kebutuhan 
mendesak bagi para korban. 
